BUPATI LAMONGAN

PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANCG

PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN

Menimbang

Mengingatl

NONPERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

. bahwa Badan Penanaman Modal dan Perizinan

Kabupaten Lamongan telah ditetapkan sebagai
penyelenggara PTSP;

. bahwa penyclenggaraan PTSP yang menjadi urusan

Pemerintah Kabupaten Lamongan dilakukan untuk
menyederhanakan  pelavanan  Perizinan  dan
Nonperizinan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan huruf b, sesual ketentuan
dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan
Presiden Nomor 97 Tahun 2014  tentang
Penvelenggaraan Terpadu Satu Pintu, guna tertib
administrasi dan kelancaran pelayanan, perlu
mengatur Pendelegasian  Wewenang Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan dalam Peraturan
Bupati.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Dacrah-daerah  Kabupaten  di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan
dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus
1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang

Pokok-Pokok Kepegawalan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tabun 1974  Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana teclah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

' Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

10.

11.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);

. Peraturan Pemecrintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Nomor 5357);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penvelenggaraan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor
221y,



Menetapkan

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;

14. Keputusan Menteri Ncgara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003
tentang Pedoman Umum Pcnyclenggaraan

Pelavanan Publik;

15. Keputusan Menteri Negara  Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004
tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan
Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan
Publik;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 32};

17. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Tcknis Daerah Kabupaten
Lamongan;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2
Tahun 2015 tentang Penanaman Modal (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor
02).

PERATURAN BUPATI  TENTANG PENDELEGASIAN
WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Lamongan

3. Bupati adalah Bupati Lamongan.

4. Badan Penanaman Modal dan Perijinan yang
selanjutnya  disingkat BPMP adalah Badan
Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten
Lamongan yang menyelenggarakan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Lamongan.

5. Kepala BPMP adalah Kcpala BPMP Kabupaten
Lamongan.



10.

11.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya
disingkat PTSP adalah pelayvanan secara terintegrasi
dalam satu kesatuan proscs dimulai dari tahap
permohonan sampai dengan tahap penyelesaian
produk pelayanan melalui satu pintu.

. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memilik:
kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan
pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi scsuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas,

hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan
dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya
alas nama penerima wewenang.

Pelavanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan  dalam rangka pemenuhan  kebutuhan
dasar scsual dengan hak-hak sipil setiap warga
negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan
alau pelayanan administrasi yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya
disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara
elcktronik.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan

Nonpcrizinan dimaksudkan untuk mendelegasikan

wewenang pelavanan perizinan dan nonperizinan

yvang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten

Lamongan.

Pendelegasian Wewcnang Pelayanan Perizinan dan

Nonperizinan bertujuan :

a. memberikan kepastian hukum terhadap tugas,
hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban
termasuk pecnandatanganannya;

b. menyederhanakan dan/atau  memperpendek
proscs pelayanan;

c¢. mewujudkan proses pelayanan yang cepat,
mudah, murah transparan, pasti, dan
terjangkau; dan

d. mendekatkan dan memberikan pclayanan yang
lebih halus kepada masyarakat.



BAB Ili
PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasal 3

(1) Bupati mendelegasikan wewenang pelayanan
perizinan dan nonperizinan kepada Kepala BPMP.

(2) Pendelegaisan wewenang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan darn
Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 4

Kepala BPMP sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1)
mempunyval (ugas melakukan pelayanan perizinan dan
nonperizinan sesuai dengan standart pelayanan publik.

Pasal 5

(1) BPMP menggunakan PSE dalam penyelenggaraan
perizinan dan nonperizinan.
(2) BPMP dalam mengelola PSE, berkewajiban :

a. menjamin PSE beroperasi secara terus menerus
sesuai standar tingkat lavanan, keamanan data
dan informasi;

b. melakukan manajcmen sistem aplikasi
otomatisasi proscs kerja (business process)
pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, scrta
data dan informasi;

c. mclakukan koordinasi dan sinkronisasi
pertukaran data dan informasi secara langsung
(online) dengan instansi terkait;

d. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan
tecrhadap PSE;

e. menyediakan jejak audit (audit trail); dan

f. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan
informasi yang disampaikan melalui PSE.

Pasal 6

(1) BPMP mcmiliki hak akses terhadap PSE.

(2) BPMP menyediakan jejak audit {audit trat) atas
seluruh kegatan dalam PSE.

{3} BPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggungjawab atas data dan informasi dan
menjaga keamanan atas penggunaan hak akses
tersebut.

{4) Jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digunakan untuk mengetahui  dan  menguji
kebenaran proses transaksi elektronik melalui PSE.,



Pasal 7

BPMP menggunakan jejak audit yang ada di PSE
sebagai dasar penelusuran apabila terjadi perbedaan
data dan informasi.

BAB YV
PEMBIAYAAN
Pasal &

Segala biaya yang timbul akibat pelimpahan wewenang
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lamongan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal @

Dcngan  berlakunya Peraturan Bupati in1 maka
Keputusan Bupati Lamongan Nomor
188/875/Kep/413.013/2013 tentang Pendelcgasian
Wewenang Penandatanganan Naskah Perijinan Bidang
Penanaman Modal, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 10
Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati 1ni  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 12 Jum 2015

Diundangkan di Lamongan
Pada tanggal 12 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LA NGAN

.

YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 NOMOR 24



Lampiran Peraturan Bupati Lamongan

Nomor

Tanggal

29 Tahun 2015

2

Jurm

2015

DAFTAR PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA BPMP

No. Jenis Perizinan Keterangan
1 2 3
1. | Izin prinsip penanaman modal | -

{Perluasan, Penggabungan dan
Perubahan}
Izin mendirikan bangunan (IMB) -

3. |Izin usaha penanaman modal | -

(Perluasan, Penggabungan dan
Perubahan)

Izin gangguan (HO) -
Tanda daftar perusahaan (TDP) -
Surat izin usaha perdagangan |-
(SIUP)

7. | Tanda daftar industri (TDI) dan | -

izin usaha industri (IUI)
Izin usaha toko modern (IUTM} -
Tanda daftar gudang (TDG) -

10. | Izin usaha jasa konstruksi (JUJK) | -

11. [ Izin penggilingan padi -

12. | Izin reklame -

13. | Izin perpanjangan IMTA -

14. | Izin penyelenggaraan pelayanan |a. mendirikan dan operasional

kesehatan swasta Rumahsakit
b. klinik
c. apotek/toko obat
d. laboratorium
c. optikal
15. |Izin pendirian rumah potong |-
hewan
16. |Izin wusaha peternakan dan |-
perluasan usaha peternakan
17. |Izin  depo obat dan toko|-
obat/ poultryshop
18. | Izin penyimpanan limbah bahan | -
berbahaya dan beracun (limbah
B3)
19. |Izin pengumpulan limbah B3/-
skala Kabupaten
20. | Izin pembuangan limbah cair |-

(IPLC)
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[zin usaha perikanan

o

ﬁehangképén ikan
perikanan
pengolahan

)

Izin penyelenggaréan pendmidikan
' non formal Lembaga Khursus dan
- Pelatihan (LKP)

4
23,

Surat tanda kenbangsaéa_ kapal |
(PAS KECIL)

24.

Tanda daftar usaha pafﬂadééta
(TDUP)

dava tank wisata

kawasan pariwisata

jasa transportasi wisata
Jasa perjalanan wisata

Jasa makanan dan minuman
penyediaan akomodasi .
penyelenggaraan  kegiatan |
hiburan dan rckreasi
penyelenggaraan
pertemuan,
insentif,
pameran
Jasa informasi pariwisata
jasa konsullan pariwisata
jasa pramuwisata

wisata tirta

perjalanan
konferensi, dan




